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I. UMUM  

 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan kepada Komisi 

Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan 

informasi publik. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi 

Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Akan tetapi,  

dalam perkembangan dan dinamikanya masih terdapat sejumlah 

kelemahan di dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut. 

Kelemahan tersebut, tidak hanya pada aspek materiil melainkan 

juga pada dimensi formil. Dari aspek materiil, maka terdapat 

problematika yang menjadi kelemahannya, diantaranya: 1) 

polemik kualifikasi Badan Publik; 2) kepastian mengenai tugas, 

wewenang dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dan tidak adanya pedoman mengenai 

struktur PPID; 3) Pengklasifikasian informasi yang masih 

problematis dan belum komprehensif; 4) inkompatibilitas standar 

layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan 

serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan 

komunikasi (TIK); 5) belum mengatur pelindungan data pribadi; 

6) belum menyentuh layanan informasi untuk penyandang 

disabilitas; 7) belum mengakomodir mekanisme bantuan 
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kedinasan antar Badan Publik dan lain sebagainya. 

 Dari segi formil, dalam Peraturan Komisi Informasi a quo, 

masih banyak bahasa dalam pasal demi pasalnya yang belum 

sesuai dengan ketentuan formil yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Berdasarkan kelemahan 

dari segi materiil dan formil tersebut, maka dilakukan 

penggantian sebagai upaya penyempurnaan terhadap pengaturan 

di bidang layanan Informasi Publik. Melalui penyempurnaan 

tersebut, diharapkan layanan Informasi Publik akan semakin 

profesional, transparan dan akuntabel. 

 Maksud disusunnya peraturan ini, ialah sebagai berikut: a) 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan 

Publik dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik; b) 

mewujudkan tanggungjawab Badan Publik dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan Informasi Publik; dan c) memberikan arahan 

kebijakan kepada Badan Publik dalam rangka mewujudkan 

layanan Informasi Publik yang transparan, efektif, efisien dan 

akuntabel. 

 Adapun tujuannya, yaitu sebagai berikut: a) memberikan 

standar minimal bagi Badan Publik dalam melaksanakan 

Layanan Informasi Publik; b) meningkatkan pelayanan Informasi 

Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan 

Informasi Publik yang berkualitas; c) membangun sumber daya 

manusia di lingkungan Badan Publik yang profesional, beretika, 

berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan umum; d) 

memberikan jaminan kepastian hukum dan pelindungan bagi 

Pemohon Informasi Publik; dan e) mewujudkan masyarakat yang 

informatif. 

 Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka pengaturan 

mengenai standar layanan informasi publik mendasarkan pada  

asas keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, 

kesamaan hak/nondiskriminasi, keseimbangan hak dan 

kewajiban, dan keadilan. Sementara materi pokok yang diatur, 

meliputi materi muatan sebagai berikut: 1) Pelaksana Layanan 

Informasi Publik; 2) Klasifikasi Informasi; 3) Standar Layanan; 4) 
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Bantuan Kedinasan; dan 5) Laporan dan Evaluasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

 Pasal 1  

  Cukup Jelas.  

 

 Pasal 2  

  Cukup Jelas.  

 

 Pasal 3  

  Ayat (1)  

   Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

    Cukup Jelas.  

   Huruf b 

    Cukup Jelas. 

   Huruf c 

    Cukup Jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “yang sebagian atau  seluruh 

dananya bersumber dari anggaran  pendapatan 

dan belanja negara dan/atau  anggaran 

pendapatan dan belanja daerah”  adalah termasuk 

yang mengelola keuangan  negara meliputi: 

a. hak negara untuk memungut pajak, 

mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 

melakukan pinjaman; 

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan 

tugas layanan umum pemerintahan negara dan 

membayar tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Negara; 

d. Pengeluaran Negara; 

e. Penerimaan Daerah; 

f. Pengeluaran Daerah; 
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g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola 

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/ perusahaan daerah; 

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 

dan/atau kepentingan umum; 

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 

menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 

Huruf e 

   Cukup Jelas. 

  Ayat (3)  

   Cukup Jelas.  

 

Pasal 4 

  Cukup Jelas 

 

Pasal 5 

  Ayat (1) 

   Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

   Huruf a 

    Cukup Jelas. 

  Huruf b 

   Cukup Jelas. 

Huruf c 

   Cukup Jelas. 

Huruf d 

   Cukup Jelas. 

Huruf e 

   Cukup Jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan penyimpanan dan  

pendokumentasian adalah sistem penyimpanan  dan 

pendokumentasian yang tunduk pada  Undang-Undang di 
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bidang kearsipan. 

Huruf g 

   Cukup Jelas. 

Huruf h 

   Cukup Jelas. 

Huruf i 

   Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

   Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

   Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas bagi Penyandang 

Disabilitas” adalah pelayanan yang mudah diakses  oleh 

Penyandang Disabilitas setidak- tidaknya  Penyandang 

Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik. 

Ayat (6)  

   Cukup Jelas. 

 

Pasal 6 

  Cukup Jelas. 

 

Pasal 7 

  Cukup Jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 10 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 11 

Yang dimaksud dengan “Satu Data Indonesia” adalahkebijakan 

tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang 
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akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, 

Metadata, Interoperabilitas  Data, dan menggunakan Kode 

Referensi dan Data Induk. 

 

Pasal 12 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 13 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 14 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 17 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 

antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 
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longsor. 

 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bencana non-alam” adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa 

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan 

wabah penyakit. 

  Huruf c 

Yang dimaksud dengan “bencana sosial”  adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia 

yang meliputi  konflik sosial antarkelompok atau 

antarkomunitas masyarakat, dan teror 

  Huruf d 

   Cukup Jelas.  

  Huruf e  

   Cukup Jelas 

  Huruf f  

   Cukup Jelas.  

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang berpotensi 

terkena dampak”, antara lain  adalah baik masyarakat 

umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima 

izin atau perjanjian kerja  dari Badan Publik 

tersebut. 

Huruf c 

Cukup Jelas.  

Huruf d 

Cukup Jelas.  

www.peraturan.go.id



No. 37 -8- 

Huruf e 

Cukup Jelas.  

Huruf f 

Cukup Jelas.  

Huruf g 

Cukup Jelas.  

Huruf h 

Cukup Ielas 

 

Pasal 21  

 Ayat (1)  

  Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Cukup Jelas.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dokumen  pendukung”, antara lain 

seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang 

mendasari terbitnyaperaturan, keputusan atau kebijakan 

tersebut. 

Huruf b 

Cukup Jelas.  

Huruf c 

Cukup Jelas.  

Huruf d 

Cukup Jelas.  

Huruf e 

Cukup Jelas.  

Huruf f 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup Jelas.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “profil pimpinan dan pegawai”, 

antara lain seperti nama, sejarah karir atau posisi, sejarah 

pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah 
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diterima. 

 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Cukup Jelas.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas.  

Huruf b 

Cukup Jelas.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media online, 

dengan para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan/atau dunia virtual. 

Huruf d 

Cukup Jelas.  

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
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Cukup Jelas.  

 

Pasal 25 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 35 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 36 

Cukup Jelas.  
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Pasal 37 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 38 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 39 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 40 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 43 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 44 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 45 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 47 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 48 

Cukup Jelas.  

www.peraturan.go.id



No. 37 -12- 

 

 

Pasal 49 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 50 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 51 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 53 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 54 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 55 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 56 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 57 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 58 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 59 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 60 

Cukup Jelas.  
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Pasal 61 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 62 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup Jelas.  

 

Pasal 64 

Cukup Jelas.  
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